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Oleh: Ahmad Sanusi 
 
Abstrak 
Ada sekelompok orang yang memahami nash secara tektual 
muncul lagi dengan jargonnya " kembali kepada al Quran dan 
Sunnah”  menurutnya dalam menghasilkan hukum/fiqih tidak perlu 
lagi melihat pendapat ulama tetapi memahami langsung pada teks 
murni al Quran dan Hadis, mereka menganggap bahwa perkara yang 
tidak ada dalam al Quran dan sunnah dianggap bid;ah dan itu 
haram.sehingga mereka tidak melihat dan memmpertimbangkan 
perbedaan tempat, waktu dan kondisi sosial masyarakat mereka 
berada.Tulisan ini mencoba menjawab akan kelompok di atas dengan 
kesimpulanya: pertama:Fiqih adalah hail produk mujtahid yang 
bersifat luwes dan bisa berubah sesuai dengan zamannya. Kedua: Fiqih 
moderat dalah upaya untuk menyajikan fiqh dengan pemahaman 
moderat yakni tidak terlalu radikal juga tidak terlalu liberal, akan 
tetapi tengah-tengah yakni dalam memahami nas atau teks baik al 
quran maupun hadis harus dengan pendekatan ijtihad bayani, qiyas, 
dan istislahi atau maslahah, maka akan dapat menghasilakn hasil 
ijtihad yang moderat serta sesuai dengan zamannya. 
 
Kata Kunci :  
 
 
PENDAHULUAN 
Dimasa sekarang ini kelompok yang memahami nash 
secara tektual muncul kembali mereka memiliki jargon" 
kembali kepada al Quran dan Sunnah/ ةداعلاا يلا نارقلا و ةنسلا " 
mereka berpendapat dalam menghasilkan hukum/fiqih tidak 
perlu lagi melihat pendapat ulama tetapi memahami langsung 
pada teks murni al Quran dan Hadis, mereka menganggap 
bahwa perkara yang tidak ada dalam al Quran dan sunnah 
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dianggap bid;ah dan itu haram.sehingga mereka tidak melihat 
dan memmpertimbangkan perbedaan tempat, waktu dan 
kondisi sosial masyarakat mereka berada. 
menurut saya pemahaman tekstual mereka terhadap al 
quran dan al hadis tanpa melihat dulu konteknya. hal ini yang 
berbahaya dan akan menimbulkan produk hukum yang 
radikal. sebagai contoh di dalam al quran surat at taubah ayat 
ke 5 
 : اُوُلتْقَاف  َنيِكِرْشُمْلا  ُثْيَح  ُْمهوُُمتْدَجَو 
Artinya:maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana 
saja kamu jumpai mereka. 
 
  dari ayat di atas secara tektual bisa kita pahami bahwa 
bila kita bertemu orang musyrik (hindu, budha) di mana saja, 
seperti di jalan di pasar di mall dan lain sebagainya langusung 
kita bunuh. pemahaman seperti ini sangat berbahaya dan 
sangat radikal. hal ini karena akibat memahami ayat hanya 
secara tekstual saja tanpa melihat konteksnya dan tanpa 
melihat asbab nuzulnya. maka menurut saya pemahaman ini 
berbahaya dan bisa mengakibatkan kekacauan di tengah 
masyarakat. 
Kemudian ada sebagian kelompok yang pemahamnya 
lebih pada rasionalisme dan semua hukum harus diukur 
dengan logik atau tidak, serta tanpa adanya aturan. mereka ini 
yang memahami nash-nash al Quran dan hadis secara liberal. 
dan kelompok ini menghasilkan hukum Islam/ fiqh liberal 
 
 
PEMBAHASAN  
1. Fiqih dan Fiqih Moderat 
Fiqih adalah hasil dari sebuah proses yang 
dinamakan ijtihad, dan orang yang memproduknya adalah 
Mujtahid. adapun yang mendasari seorang mujtahid 
memproduksi fiqih itu ada dua hal pertama: tidak 
ditemukannya nash yang sorih atau jelas di dalam al Quran 
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dan Hadis. kedua: adalah zaman waktu dan tempat serta 
objek yang berbeda sehingga diharuskan bagi para 
mujtahid untuk menghasilkan hukum yang up todate 
Dasar utama dalam berijtihad adalah dialog Nabi 
Saw dengan Muadz bin jabal hadisnya sebagai berikut: 
Dari Muadz Rodiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulallah 
Saw. bersabda kepadanya ketika beliau mengutusnya ke 
Negeri Yaman: jika kamu dihadapkan pada suatu 
persoalan, bagaimana kamu memutuskanya? Muadz 
menjawab: saya memutuskannya berdasarkan kitabullah/al 
Quran, kemudian Rasululllah bertanya lagi: jika kamu tidak 
menemukan (jawaban itu) dalam Kitabullah? Muadz 
menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah 
Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya lagi jika tidak 
ditemukan di dalam sunnah rasulullah? Muadz menjawab: 
saya berijtihad dengan nalarku dan aku tidak teledor 
dengan ijtihadku. kemudian Muadz berkata: lalu 
Rasulullah Saw. mengelus dadaku seraya bersabda: segala 
puji bagi Allah Swt. yang telah memberi taufik kepada 
utusan Rasulullah Saw sesuai dengan yang dikehendaki/ 
diridoi Rasulullah. 
Dari hadis di atas jelaslah bahwa Rasulullah 
menyetujui upaya Muadz dalam menghadapi masalah baru 
yang tidak ditemukan secara sorih baik di dalam Al Quran 
maupun di dalam Hadis,dan Rasul menyetujui Ijtihad.  
Ijtihad banyak dilakukan oleh para Sahabat 
contohnya adalah Ijma al quran yakni mengumpulkan al 
Quran yang berserakn di batu-batu dan di pelapah kurma 
menjadi satu mushaf. dan hal itu tidak pernah dilakukan di 
masa Nabi.  
Ijtihad adalah hasil nalar manusia untuk melahirkan 
hukum yang disebut dengan fiqh dengan merujuk kepada 
nash-nahs syari yakni al Quran dan hadis, maka bisa juga 
dikatakan bahwa ijtihad itu adalah menggabungkan antara 
nalar akal dan nasy syara' atau dengan kata lain 
 246 
 
menggabungkan antara akal dan wahyu.oleh karena itu 
Imam as Syatibi berkata:  
لعجا عرشلا يف كنيمي لقعلاو يف كراسي  
Artinya: jadikanlah syariat di tangan kananmu dan letakkan 
akal di tangan kirimu 1 
 
dari perkataan di atas dapat dikatakan bahwa dalam 
berijtihad tidak lepas dari nalar akal dengan tetap mengacu 
pada nash syara' 
Nalar akal yang merupakan salah satu bagian dari ijtihad itu 
sehingga tidak heran jika hasil hukumnya akan berbeda, 
dengan demikian tidak aneh kalau dalam fiqh terjadi 
perbedaan pendapat. 
Nalar fiqh setiap mujtahid berbeda karena berbeda 
latar belakang ilmu, tempat dan waktu, ada seorang ahli fiqh 
yang memahaminya secara tekstual murni seperti yang 
dilakukan oleh madzhab adh dhohiri yang dipimpin oleh 
dawud adh dhohiri kemudian dikembangkan oleh muridnya 
yang masyhur yaitu Ibnu hazam adh dhohiri. 
Ada juga mujtahid atau ahli fiqih yang nalar akalnya 
dalam memahami nash itu dengan pendekatan akal murni 
bahkan menurutnya akal adalah sumber utama dalam 
berijtihad, mereka itu yang dikenal dengan aliran mu'tazilah 
yang dipimpin oleh seorang ulama besar bernama wasil bin 
Atho dan dikembangkan oleh muridnya Jahiz, dan ketiga ada 
ulama atau ahli fiqh yang dalam berijtihad itu berada di 
tengah-tengah yakni para ulama ahlussunnah wal jamaah 
tokohnya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 
Syafei, dan Imam Ahmad bin Hanbal.dan lain-lain. 
Fiqh moderat adalah upaya memahami nash al quran 
dan hadis dengan nalar moderat. ia berarti tengah-tengah, 
yakni tidak terlalu ke kiri juga tidak terlalu ke kanan.dan inilah 
yang penulis maksud dengan fiqih moderat. 
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2. Metode Ijtihad dalam Fiqih Moderat 
Untuk menghasilkan fqih moderat maka harus melalui 
proses yang disebut dengan Ijtihad.ada tiga metode Ijtihad 
yang akan menghasilkan hukum Islam atau fiqih yang 
berpaham moderat, metode ini sebenarnya sudah digagas 
oleh para ulama dalam kitab ushul Fiqh. metode ijtihad itu 
sebagai berikut: 
 
a. Ijtihad bayani:  
Ijtihad bayani yaitu metode beristinbath atau metode 
pengambilan hukum dengan merujuk atau mengambil 
dari nusus syariah baik yang ada pada al Quran maupun 
hadis, Imam Syafei biasa menyebutnya dengan bayan 
Ilahi (al Quran) dan bayan nabawi ( hadis) akan tetapi 
seseorang yang akan mengambil hukum dari nusus 
syariah seharusnya dia memamahmi sebagai berikut 
yang akan saya sebutkan, karena di dalam beristimbath 
hukum dari nusus syariah tidak mudah Karena dalam 
nusus syariah itu ada yang mutlak dan ada yang 
muqoyad, ada muhkamat/ jelas ada yang mutasyabihat 
dan lain sebagainya, maka oleh itu seseorang yang akan 
beristimbath hukum seharusnya mengetahui hal-hal 
sebagai berikut::  
Dia harus mengetahui asbabunuzul ayat atau asbabul 
wurud hadis, ia harus mengetahui sebab-sebab 
turunnya ayat itu, karena kalau tidak mengetahui bisa 
jadi dia salah paham dengan ayat dan bisa jadi salah 
dalam menafsirkan ayat. Sebagai contoh pemahaman 
terhadap surat al maidah ayat ke 44, 45 yang berbunyi:  
 
نَمَو   مَّل   َحيمُك   اَِمب  َلَزَنأ ٱ ُ َّللّ  
  َلُْوَأف َكِئ  ُُمه ٱ  ل  َك َنوُِرف ٤٤   ۚ  
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang Kafir 
نَمَو   مَّل   َحيمُك   اَِمب  َلَزَنأ ٱ ُ َّللّ  
  َلُْوَأف َكِئ  ُُمه ٱ 
 َّظل َنوُِمل ٤٤  
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Barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka 
itu adalah orang-orang yang Zolim 
نَمَو   مَّل   َحيمُك   اَِمب  َلَزَنأ ٱ ُ َّللّ  
  َلُْوَأف َكِئ  ُُمه ٱ  ل  َف َنُوقِس ٤٤  
Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang 
yang fasik 
 
Dia harus memahami  kaidah-kaidah kebahasaan yang 
ada pada teks ayat al quran atau juga teks hadis, maka 
seharusnya ia harus mengetahui dalalah lafaz, am dan khos, 
mutlaq dan muqoyad dan lain-lain, maka tidak cukup dia 
mengambil hukum berdasarkan terjemah,Bahasa Indonesia, 
maka ia harus memahami betul kaidah-kaidah kebahasaan 
dalam Bahasa arab tentunya 
Ia harus bisa memahami kaitan nash yang sedang 
dikaji dengan nash lain, karena dalam memahami ayat al 
Quran tidak bisa secara parsial ia pasti ada hubungannya 
antara ayat yang satu dengan ayat yang lain serta hadis yang 
satu dengan hadis yang lain.  
 
b. Metode Al Qiyas 
Qiyâs menurut bahasa Arab berarti menyamakan, 
membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A 
dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang 
sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama, dan 
sebagainya. Qiyâs juga berarti mengukur, seperti mengukur 
tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian 
pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan 
mencari persamaan-persamaannya. Dengan demikian, qiyâs 
diartikan mengukurkan sesuatu atas yang lain agar diketahui 
persamaan antara keduanya.2  
 Sedangkan secara istilah, Saifuddin Al-Amidi 
mendefinisikan bahwa qiyâs adalah: 
ابع ةر نع ءاوتسلاا نيب عرفلا لصلااو يف ةلعلا ةطبنتسملا نم مكح لصلاا 
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“Mempersamakan illat yang ada pada furu’ dengan illat yang 
ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal.” 3 
  Sedangkan Sadr al-Šariah, salah seorang tokoh 
Hanafiyah4 dalam kitabnya Šarah at talwih al taudih li matn at 
Tanqih fi Ushûl  fiqh mendefinisikan qiyâs: 
 دعت ةي مكحلا نم لصلاا يلا عرفلا ةلعل دحتم ة لا دت كر درجمب ةغللا 
“Memberlakukan hukum asal (pokok) kepada hukum  far’u 
(cabang) disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai 
melalui pendekatan bahasa saja.”          
 Sedangkan Imam al-Ghazali, salah seorang tokoh 
Usuli mażhab Šafii mendefinisikan qiyâs: 
 لمح ريغ لعممو يلع مولعم يف ا ابث ت مكحلا امهل يف هيفن امهنع رماب عماج 
امهنيب نم مكح وا ةفص  
“Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) 
yang keduanya, karena adanya sesuatu yang menyatukan 
keduanya, baik hukum maupun sifat.”5  
 Sedangkan Wahbah al-Zuhaili, ulama kontemporer 
dan juga Guru Besar Fiqh dan Ushûl  Fiqh Universitas 
Damaskus Šria mendefinisikan qiyâs sebagai berikut:  
قاحلا رما ريغ صوصنم يلع همكح يعرشلا صوصنمرماب يلع 
همكح,امهكارتشلا يف ةلع مكحلا 
“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya 
dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh 
nash disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya.” 6 
Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli 
ushûl  fiqh tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa qiyâs 
menurut  para ulama ushûl  fiqh ialah menetapkan hukum 
suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nash-nya 
dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau 
peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya 
berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua 
kejadian atau peristiwa itu.  
Jika telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang 
perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada nash yang dapat 
dijadikan dasar untuk menetapkannya. Maka, untuk 
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menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyâs, 
yaitu dengan mencari peristiwa yang lain yang telah 
ditetapkan hukumnya berdasar nash, serta antara kedua 
kejadian atau peristiwa itu ada persamaan 'illat. Jadi suatu 
qiyâs hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa 
benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan 
dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau 
kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh 
seorang yang akan melakukan qiyâs, ialah mencari: apakah ada 
nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum 
dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak 
ada nash yang dimaksud, maka barulah dilakukan qiyâs.  
Sebagai sebuah contoh, mengkonsumsi narkotika 
adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, 
 sedang tidak ada satu nash pun yang dapat dijadikan 
sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya 
dapat ditempuh cara qiyâs dengan mencari perbuatan yang 
lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu 
perbuatan minum ĥamr, yang diharamkan berdasarkan firman 
Allah SWT:  
   َيَاهَُّيأ ٱ َنيِذَّل   ُونَماَء ْا اَمَِّنإ ٱ  ل  مَخ ُر  َوٱ  ل  يَم ُرِس  َوٱ َ  ل ُ اَصن  َوٱ َ  ل  ز 
 َل ُم   جِر  س   ن ِّم 
 ِلَمَع ٱ  يَّشل  َط ِن  َفٱ  ج ُهُوِبَنت   مُكَّلََعل   ُفت َنوُِحل ٠٩  
"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) ĥamr; 
berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak 
panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk 
perbuatan šaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar 
kamu mendapat keberuntungan." (QS.5,al-Mâidah: 90)  
Antara minum narkotik dan minum ĥamr ada 
persamaan, illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan 
para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan 
persamaan 'illat itu ditetapkanlah hukum meminum narkotika 
itu haram, sebagaimana haramnya meminum ĥamr.7  
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Dasar Hukum Qiyas. 
 Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut 
madzhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat 
dijadikan salah satu dalil atau dasar hujjah dalam menetapkan 
hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat 
tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas 
yang boleh digunakan dalam mengistinbathkan hukum, ada 
yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, 
namun semua mereka itu barulah melakukan qiyas apabila 
ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu 
nashpun yang dapat dijadikan dasar. 
 Hanya  sebagian kecil para ulama yang tidak 
membolehkan pemakaian qiyas sebagai dasar hujjah, di 
antaranya ialah salah satu cabang Madzahab Dzahiri dan 
Madzhab Syi’ah. 
 Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang 
membolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah Al-Qur’an dan 
Al-Hadis dan perbuatan sahabat yaitu: 
 Al-Qur’an. 
1). Allah SWT berfirman: 
                          
                         
                         
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
 Dari ayat di atas dapat diambilah pengertian bahwa 
Allah SWt memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan 
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segala sesuatu berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jika 
tidak ada dalam Al-Qur’an dan hendaklah mengikuti 
pendapat ulil amri. Jika tidak ada pendapat ulil amri boleh 
menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada Al-
qur’an dan Al-Hadits, yaitu dengan menghubungkan atau 
membandingkannya dengan yang terdapat dalam Al-Qur’an 
dan Al-Hadits. Dalam hal ini banyak cara yang dapat 
dilakukan diantaranya dengan melakukan qiyas. 
2). Firman Allah SWT: 
                        
                              
                      
                       
                
Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli 
Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang 
pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar 
dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat 
mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah 
mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak 
mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan 
dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka 
dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. 
Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai 
orang-orang yang mempunyai wawasan. 
 
 Pada ayat di atas terdapat perkataan fa tabiruu ya uulil 
abshar (maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu hai 
orang-orang yang mempunyai pandangan tajam) Maksudnya 
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ialah: Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar 
membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri 
kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika 
orang-beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan 
orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan memperoleh azab 
yang serupa. Dari penjelmaan ayat di atas dapat dipahamkan 
bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara’ dengan 
cara melakukan perbandingan, persamaan atau qiyas. 
 
 Al-Hadits. 
1). Setelah Rasulullah saw melantik Mu’adz bin jabal sebagai 
gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya: 
 َِفيَك ىِضَْقت اَِذا  َضَرَع  َكَل  َق؟ُءاَض ىِضْقَا  ِ َاتِِكب  ِۚ ِ َّاللَّ . َلَاق : ِْنَاف  َْمل  ْدَِجت 
ِىف  ِ َاتِك ِ؟ َّاللَّ  َلَاق :  ةَّنُِسَبف  ِلْوُسَر  ِ َّاللَّ . َلَاق : ِْنَاف  َْمل  ْدَِجت ِىف  ِةَّنُس  ِلْوُسَر 
 ِ َّاللَّ , َلَاق : ُدَِهتَْجا  ِيْأَر  َلاَو ُوَلا , َ َرََضف  ُلْوُسَر  ِ َّاللَّ  ُهَرْدَص  َلَاقَو : ُدْمَحَْلا  ِ َّاللَّ 
ىِذَّلا  َقَّفَو  َلوُسَر , ِلوُسَر  ِ َّاللَّ اَمِلا  َْري ىَض  ُ َّاللَّ  ُوُسَو  ُُهل. 
(هاور دمحا وبا دواد رتلاو ىذم.) 
Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila 
dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu’adz menjawab: 
Akan aku tetapkan berdasar Al-Qur’an? Mu’adz berkata: 
Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau 
tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab: 
Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan 
berusaha sungguh-sungguh. (Mu’adz berkata): Lalu Rasulullah 
menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah 
memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia 
berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya.  
(HR. Ahmad Abu Daud dan At Tirmidzi). 
 Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh 
melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa 
jika tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits 
yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang 
dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu di antaranya 
ialah dengan menggunakan qiyas. 
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2). Rasulullah saw pernah menggunakan qiyas waktu 
menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, 
seperti: 
 َِّنإ  ََةأَرْما  ْنِم  ََةنَْيهُج  ْتَءاَج ىَلِا  َِّيبَّنلا ىَّلَص  ُ َّاللَّ  ِهَْيلَع  َسَو ََّمل َاَقف  َْتل:  َِّنا 
ى ُِّما  ْتَرََذن  َْنا  ْجَُحت  َْمَلف  َّجَُحت ىَّتَح اَم  َْتت  َ َأَفا  َّجُح ؟اَهْنَع  َلاَق ىَّلَص  َّاللَّ 
 ِه ْۚ َِيلَع  َمَّلَسَو : ْمََعن ى ِّجُح َاهْنَع  ََرأ  َأ  َتئ  َْول  َناَك َىلَع  ُا  ِك ِّم  َنْيَد  ِتْنَُكأ  َاق 
ُ؟َهَتيِض اْوُضُْقا  ُ َّاللَّ ,َاف  ُ َّللّ  ُّقََحا  ْاِب َول  ِءَاف( .هاور ىراهبلا ىئانلو) 
 
Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah 
menghadap Rasulullah saw ia berkata. Sesungguhnya ibuku 
telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak 
sempat melaksanaklannya sampai ia meninggal dunia, apakah 
aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah saw 
menjawab: Benar, laksanakanlah haji untuknya, tahukah 
kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang 
akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena 
hutang kepada Allah lebih ulama untuk dibayar. (HR. 
Bukhari dan An Nasa’i). 
 
 Pada hadits di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang 
kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak 
perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia 
dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat 
menunaikan nadzarnya untuk menunaikan ibadah haji. 
Kemudian Rasulullah saw menjawab dengan 
mengqiyaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal 
dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib 
melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih 
utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang 
kepada manusia wajib dibayar tentulah hutang kepada Allah 
lebih utama harus dibayar. Dengan cara demikian seakan-
akan Rasulullah saw menggunakan qiyas aulawi. 
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Perbuatan Sahabat. 
 Para sahabat Nabi saw banyak melakukan qiyas dalam 
menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. 
Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut 
para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi 
khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah 
yang disuruh Nabi saw mewakili beliau sebagai imam shalat 
di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah saw ridla Abu 
Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau 
lebih ridla jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai 
kepada pemerintah. 
 Khalifah Umar bin khathab pernah menuliskan surat 
kepada Abu Musa Al-Asy’ari yang memberikan petunjuk 
bagaimana seharusnya sikap dan cara seorang hakim 
mengambil keputusan di antara isi surat beliau itu adalah: 
 َُّمث  َْمهْفا امِْيف  َْدا َىل  َكَْيِلا ا َّمِم  َدَرَو  َكَْيلَع ا َّمِم  َسَْيل ِىف  َِناُرقلْا  َلاَو   ةَّنُس  َُمث َاق 
 ِِسِيل لاْا  ْرُوُم  َدْنَع  َِكلَذ , َو  ِفِرْعا  ْلاا  َلاثَم  َُّمث ا  ْدِمْع  ِفاَمْي  َىرَت َىِلا َاهََجا 
َىِلا  ِ َّاللَّ  َاَو َاهِهبْش  ِّقَحْلِاب. 
....Kemudian pahamilah benar-benar persoalan yang 
dikemukakan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat 
dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian lakukanlah qiyas 
dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu dan 
carilah contoh-contohnya, kemudian berpeganglah kepada 
pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan yang paling 
sesuai dengan kebenaran. 
 
 Akal. 
 Tujuan Allah SWT menetapkan syara’ bagi 
kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada 
yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang 
tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam 
nash atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai 
dasarnya ada yang ‘illatnya sesuai benar dengan ‘illat hukum 
dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan 
hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini 
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sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nash 
karena ada persamaan ‘illatnya diduga keras akan 
memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatilah 
kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara 
qiyas. 
 Bila diperhatikan akan tampak bahwa nash-nash Al-
Qur’an dan Al-Hadits ada yang bersifat umum penjelasannya 
dan ada yang bersifat khusus, ada yang mujmal dan ada yang 
mubayyan. Biasanya yang bersifat umum dan mujmal. 
Merupakan dasar-dasar umum dari syari’at Islam. Dalam 
pada itu peristiwa atau kejadian setiap saat bertambah. 
Banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang tidak 
pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan peristiwa itu perlu 
ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada nash secara khusus 
tentang masalah itu yang dapat dijadikan sebagai dasarnya,  
tetapi prinsip-prinsip umum dari peristiwa itu terpaham pada 
prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang dikemukakan harus 
dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an dan Hadits. Dengan 
melakukan qiyas maka hukum dari setiap peristiwa yang 
terjadi dapat ditetapkan. 
hukum atas masalah-masalah hukum yang baru. 
 
Rukun Qiyas.  
Ada empat rukun qiyas, yaitu: 
a. Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang 
telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, Ashal 
disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi ukuran) atau 
musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul 
‘alaih tempat membandingkan). 
b. Fara’ yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang 
belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash 
yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara’ disebut juga 
maqis (yang diukur) atau musybbah (yang 
diserupakan) atau mahmul (yang dibandingkan). 
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c. Hukum ashal, yaitu hukum dari ashal yang telah 
ditetapkan berdasar ash dan hukum itu pula yang akan 
ditetapkan pada fara’ seandainya ada persamaan 
‘illatnya. 
d. ‘Illat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu 
yang dicari pada fara’. Seandainya sifat ada pula pada 
fara’, maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk 
menetapkan hukum fara’ sama dengan hukum ashal. 
Sebagai contoh adalah menjual harta anak yatim 
adalah suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya 
karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. 
Peristiwa ini disebut fara’. Untuk menetapkan hukumnya 
dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan 
hukumnya berdasar nash yang ‘illatnya sama dengan 
peristiwa pertama, Peristiwa kedua ini memakan harta anak 
yatim yang disebut ashal. Peristiwa kedua ini telah ditetapkan 
hukumnya berdasar nash yaitu haram (hukum ashal) 
berdasarkan firman Allah. 
                            
                
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim 
secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh 
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-
nyala (neraka). 
 
 Persamaan ‘illat antara kedua peristiwa ini, ialah sama-
sama berakibat berkurang atau habisnya harta anak yatim, 
karena itu ditetapkanlah hukum menjual harta anak yatim 
sama dengan memakan harta anak yatim yaitu sama-sama 
haram. 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
- Ashal, ialah memakan harta anak yatim. 
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- Fara’. Ialah menjual harta anak yatim. 
- Hukum ashal, ialah haram. 
- ‘Illat, ialah mengurangi atau menghabiskan harta 
anak yatim. 
-  
Syarat-Syarat Qiyas. 
 Telah diterangkan rukun-rukun qiyas. Tiap-tiap rukun 
itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: 
 Ashal dan fara’. 
 Telah diterangkan bahwa ashal dan fara’ berupa 
kejadian atau peristiwa. Yang pertama mempunyai dasar 
nash, karena itu telah ditetapkan hukumnya, sedang yang 
kedua tidak mempunyai dasar nash, hingga belum ditetapkan 
hukumnya. Oleh sebab itu ashal disyaratkan berupa peristiwa 
atau kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, 
sedang fara’ berupa peristiwa yang belum ditetapkan 
hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan 
dasarnya. Hal ini berarti bahwa seandainya terjadi qiyas, 
kemudian dikemukakan nash yang dapat dijadikan sebagai 
dasarnya, maka qiyas itu batal dan hukum fara’ itu ditetapkan 
berdasar nash yang beru ditemukan itu. 
 
Hukum Ashal. 
Ada beberapa syarat yang diperlukan bagi hukum ashal, 
yaitu: 
1). Hukum ashal itu hendaklah hukum syara’ yang amali yang 
telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Hal ini 
diperlakukan karena yang akan ditetapkan itu adalah 
hukum syara’, sedang sandaran hukum syara’ itu adalah 
nash. Atas dasar yang demikian, maka jumhur ulama tidak 
berpendapat bahwa ijma’. Tidak boleh menjadi sandaran 
qiyas. Mereka menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan 
berdasarkan ijma’ adalah hukum yang ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan, tidak mempunyai sandaran, 
selain dari kesepakatan dari mujtahid. Karena hukum 
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yang ditetapkan secara ijma’ tidak dapat diketahui dengan 
pasti, sehingga tidak mungkin mengqiyaskan hukum 
syara’ yang amali kepada hukum yang mujma’ ‘alaih. Asy 
Syaukani membolehkan ijma’ sebagai sandaran qiyas. 
2). ‘Illat hukum ashal itu adalah ‘illat yang dicapai oleh akal. 
Jika ‘illat hukum ashal itu tidak dapat dicapai oleh 
akal,tidaklah mungkin hukum ashal itu digunakan untuk 
menetapkan hukum pada peristiwa atau kejadian yang lain 
(fara’) secara qiyas. 
3). Hukum ashal itu tidak merupakan hukum pengecualian 
atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa 
atau kejadian tertentu. 
 Hukum ashal macam ini ada dua macam, yaitu: 
a). ‘Illat hukum itu hanya ada pada hukum ashal saja, tidak 
mungkin pada yang lain, Seperti dibolehkannya 
mengqashar shalat bagi orang musafir. ‘Illat yang masuk 
akal dalam hal ini ialah untuk menghilangkan kesukaran 
atau kesulitan (musyaqqat) Tetapi Al-Qur’an dan Hadits 
menerangkan bahwa ‘illat itu bukan karena adanya safar 
(perjalanan). 
b). Dalil (Al-Qur’an dan Hadits) menunjukkan bahwa hukum 
ashal itu berlaku khusus tidak berlaku pada kejadian atau 
peristiwa yang lain,Seperti beristri lebih dari empat hanya 
dibolehkan bagi Nabi Muhammad saw saja dan istri 
beliau itu tidak boleh kawin dengan laki-laki lain 
walaupun beliau telah meninggal dunia, dan sebagainya. 
‘Illat. 
 ‘Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal yang sifat itu 
menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal serta untuk 
mengetahui hukum pada fara’ yang belum ditetapkan 
hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim 
merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan 
memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk 
menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim. 
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 Para ulama sepakat bahwa Allah SWT membentuk 
hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hamba-
Nya. Kemaslahatan itu ada kalanya dalam bentuk mengambil 
manfaat (jaibul manaafi) dan ada kalanya dalam bentuk 
hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan 
hukum yang disebut hikmah hukum. 
 Hikmah hukum berbeda dengan ‘illat hukum.Hikmah 
hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan 
sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan 
manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat 
dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. 
‘Illat hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu 
peristiwa yang dijadikan dasar hukum. 
 ‘Illat Merupakan sifat dan keadaan yang melekat pada 
dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan 
menjadi sebab hukum, sedangkan hikmah adalah sebab 
positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya 
peristiwa hukum. Sebagai contoh ialah seorang musafir boleh 
mengqashar shalatnya, seperti mengerjakan shalat Dzuhur 
yang empat raka’at menjadi dua raka’at dan sebagainya. 
Hikmahnya ialah untuk menghilangkan kemusyaqqatan atau 
kemudharatan. Hikmah ini hanya merupakan dugaan saja dan 
tidak dapat dijadikan dasar ada atau tidaknya hukum, sedang 
‘illat adalah suatu yang nyata dan pasti, seperti safar (dalam 
perjalanan) menyebabkan seseorang boleh mengqashar 
shalat. 
 Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa sebab itu 
lebih umum dari ‘illat, dengan perkataan lain bahwa semua 
;illat dapat dikatakan sebab, tetapi belum tentu semua sebab 
dapat dikatakan ‘illat. 
 
Syarat-Syarat ‘Illat. 
 Ada empat macam syarat-syarat yang disepakati 
ulama, yaitu: 
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a). Sifat ‘illat itu hendaknya nyata, masih terjngkau boleh akal 
dan panca indera. Hal ini diperlukan karena ‘illat itulah 
yangmenjadi dasar untuk menetapkan hukum pada fara’. 
Seperti sifat menghabiskan harta anak yatim, terjangkau 
oleh pancaindera dan akal, bahwa ‘illat itu ada pada 
memakan harta anak yatim (ashal) dan terjangkau pula 
oleh panca indera dan akal bahwa ‘illat itu ada pada 
menjual harta anak yatim (fara’) Jika sifat ‘illat itu samar-
samar, kurang  jelas dan masih ragu-ragu, tentulah tidak 
dapat digunakan untuk menetapkan ada dan tidaknya 
hukum pada ashal. 
b). Sifat ‘illat hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat 
dibuktikan bahwa ‘illat itu ada pada fara’, karena asas 
qiyas itu adalah adanya persamaan ‘illat antara ashal dan 
fara’. Seperti pembunuhan sengaja dilakukan oleh ahli 
waris terhadap orang yang akan diwarisinya hakikatnya 
adalah pasti, karena itu dapat dijadikan dasar qiyas atas 
peristiwa terhadap orang yang telah memberi wasiat 
kepadanya. 
c). ‘Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan 
hikmah hukum, dengan arti bahwa keras dugaan bahwa 
‘illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti 
memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum 
haram minum khamar, karena dalam hukum itu 
terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal 
dengan menghadirkan diri dari mabuk. Pembunuhan 
dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya 
qishash, karena dalam qishash itu terkandung suatu 
hikmah hukum yaitu untuk memelihara kehidupan 
manusia. 
d). ‘Illat itu tidak hanya terdapat pada ashal saja, tetapi 
haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada 
masalah-masalah lain selain dari ashal itu. Seperti hukum-
hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad saw 
tidak dijadikan dasar qiyas Misalnya mengawini wanita 
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lebih dari empat orang, berupa ketentuan khusus berlaku 
bagi beliau, tidak berlaku bagi orang lain. Larangan istri-
istri Rasulullah saw kawin dengan laki-laki lain setelah 
beliau meninggal dunia, sedang wanita-wanita lain 
dibolehkan. 
 
 
Pembagian ‘Illat. 
 Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (syar’i) 
tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka 
ulama ushul membaginya kepada empat bagian yaitu: 
a). Munasib mu’tasir 
 Yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh syara 
dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa 
pencipta hukum (syari’) telah menciptakan hukum sesuai 
dengan sifat itu, seperti firman Allah SWT: 
                        
            
 Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 
"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah 
kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh.” 
 
 Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai syari) telah 
menetapkan hukum, yaitu haram mencampuri istri yang 
sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu ialah 
kotoran, karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah 
SWT di atas sebagai ‘illatnya Kotoran sebagai sifat yang 
menjadi sebab haram mencampuri istri yang sedang haid 
adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum. 
b). Munasib mulaim. 
 Yaitu persesuaian yang diungkapkan syara’ pada salah 
satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak 
diungkapkan syara’ sebagai ‘illat hukum pada masalah yang 
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sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai ‘illat hukum dan 
disebut dalam nash pada masalah yang lain yang sejenis 
dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah 
kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang dibawa 
perwaliannya tidak ada nash yang menerangkan ‘illatnya. 
Pada masalah lain. Yaitu pengurusan harta anak yatim yang 
masih kecil, syara’ mengungkapkan keadaan kecil sebagai 
‘illat hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak 
yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan 
pengungkapan syara’ itu maka keadaan kecil dapat pula 
dijadikan ‘illat untuk menciptakan hukum pada masalah lain, 
seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak 
yatim yang berada di bawah perwaliannya. 
c). Munasib mursal. 
 Ialah munasib yang tidak dinyatakan dan tidak pula 
diungkapkan oleh syara’. Munasib mursal berupa sesuatu 
yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas 
dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang 
menyatakan bahwa syara’ membolehkan atau tidak 
membolehkannya, seperti membukukan Al-Qur’an atau 
mushaf. Tidak ada dalil yang membolehkan atau 
melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan melihat 
kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu Al-
Qur’an tidak lagi berserakan karena telah tertulis dalam satu 
buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari 
kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek Al-
Qur’an. 
d). Munasib mulghaa. 
 Yaitu munasib yang tidak diungkapkan oleh syara’ 
sedikit pun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa 
menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan 
kemaslahatan. Dalam pada itu syara’ tidak menyusun hukum 
sesuai dengan sifat atau ‘illat tersebut. Sebagai contohnya, 
ialah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. 
Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat 
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ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi syara’ 
mengisyaratkan pembatalnya dengan menyatakan bahwa 
bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. 
 
Pembagian Qiyas.  
 Qiyas dapat dibagi kepada tiga macam, yaitu: (1) Qiyas 
‘illat, (2) Qiyas dalalah, dan (3). Qiyas, dan (3) Qiyas syibih. 
 Qiyas ‘illat. 
 Qiyas ‘illat ialah qiyas yang mempersamakan ashl 
dengan fara’. Karena keduanya mempunyai persamaan ‘illat 
Qiyas ‘illat terbagi: 
Qiyas jali, 
 Ialah qiyas yang ‘illatnya berdasarkan dalil yang pasti, 
tidak ada kemungkinan lain selain dari ‘illat yang ditunjukkan 
oleh dalil itu. Qiyas jali terbagi kepada: 
a). Qiyas yang ‘illatnya ditunjuk dengan kata-kata, seperti 
memabukkan adalah ‘illat larangan minum khamar, yang 
disebut dengan jelas dalam nash. 
b). Qiyas mulawi ialah qiyas yang hukum pada fara’, 
sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan 
hukum pada ashal. Seperti haramnya berdasarkan firman 
Allah SWT: 
          
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 
keduanya perkataan "ah" kepada kedua orang tua (mu). 
 
 ‘Illatnya ialah menyakiti hati kedua orang tua, 
Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa 
nyatalah bahwa hati orang tua lebih sakit bila dipukul 
anaknya dibanding dengan ucapan “ah” yang diucapkan bagi 
fara’ lebih utama dibanding dengan hukum yang ditetapkan 
pada ashal. 
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Qiyas Musawi. 
 Ialah qiyas hukum yang ditetapkan pada fara’ 
sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal, seperti 
menjual harta anak yatim diqiyaskan kepada memakan harta 
anak yatim. ‘ilatnya ialah sama-sama menghabiskan harta 
anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya 
berdasarkan firman Allah SWT: 
                            
       
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim 
secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh 
perutnya. 
 
 Karena itu ditetapkan pulalah haram hukumnya 
menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini nampak 
bahwa hukum yang ditetapkan pada ashal sama pantasnya 
dengan hukum yang ditetapkan pada fara’. 
 
Qiyas Khafi. 
 Ialah qiyas yang ‘illatnya mungkin dijadikan ‘illat dan 
mungkin pula tidak dijadikan ‘illat, seperti mengqiyaskan sisa 
minuman burung kepada sisa minuman binatang buas. 
‘Illatnya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan 
mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa 
minumnya itu. ‘Illat ini mungkin dapat digunakan untuk sisa 
burung buas dan mungkin pula tidak karena mulut burung 
buas berbeda dengan mulut binatang buas. Mulut burung 
buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau zat 
tanduk adalah suci, sedang mulut binatang buas adalah 
daging, daging binatang buas adalah haram, namun kedua-
duanya adalah mulut, dan sisa minuman, yang tersembunyi di 
sini ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau 
zat tanduk. 
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Qiyas Dalalah. 
 Qiyas dalalah ialah qiyas yang ‘illatnya tidak disebut, 
tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ‘illat 
untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. 
Seperti harta kanak-kanak yang belum baligh, apakah wajib 
ditunaikan zakatnya atau tidak. Para ulama yang 
menetapkannya wajib mengqiyaskannya kepada harta orang 
yang telah baligh, karena ada petunjuk yang menyatakan 
‘illatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah 
atau bermekbang. Tetapi Madzhab Hanafi, tidak 
mengqiyaskannya kepada orang baligh, tetapi kepada ibadah, 
seperti shalat, puasa dan sebagainya. Ibadah hanya diwajibkan 
kepada orang yang mukallaf, termasuk di dalamnya orang 
yang telah baligh, tetapi tidak diwajibkan kepada anak 
kecil(orang yang belum baligh). Karena itu anak kecil tidak 
wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi 
syarat-syarat zakat. 
 
Qiyas Syibih. 
 Qiyas syibih ialah qiyas yang fara’ dapat diqiyaskan 
kepada dua ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang lebih 
banyak persamaannya dengan fara’. Seperti hukum merusak 
budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang 
merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Tetapi dapat 
pula diqiyaskan kepada harta benda, karena sama-sama 
merupakan hak milik, Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada 
harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding 
dengan diqiyaskan kepada orang merdeka. Sebagaimana harta 
budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, 
diwariskan, diwafakan dan sebagainya. 
 
c. Metode Istihsan  
Secara etimologi, istiẖsân berarti “menyatakan dan meyakini 
baiknya sesuatu.” Tidak terdapat perbedaan pendapat ulama 
ushûl fiqh dalam mempergunakan lafal istiẖsân dalam 
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pengertian etimologi.8 Karena lafal yang seakar dengan 
istiẖsân banyak dijumpai dalam Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah Saw. misalnya, dalam surat al-Zumar (39:18),  
Allah berfirman: 
                                 
            
 “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang 
paling baik di antara mereka, itulah orang-orang yang telah 
diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang 
mempunyai akal.” 
 
 Kemudian dalam sebuah riwayat dari ‘Abdullah ibn 
Mas’ud Rasulullah Saw. bersabda: 
    هآرام نوملسملا انسح وهف دنع اللَّ نسح            
                                       
“Sesuatu  yang dipandang baik oleh umat Islam, maka di sisi 
Allah itu juga baik.”  (H.R. Ahmad ibn Hanbal). 
 Di samping itu, para mujtahîd juga sering 
menggunakan istiẖsân dalam pengertian etimologi ini, seperti 
ucapan Imam Aš-Šafi’i:9 
نسحتسأ يف ةعتملا                                                                        
                   
 "Saya menganggap baik dalam persoalan hadiah (harta setelah 
terjadi talak  sebesar 30 dirham)”.  
 Kalimat saya menganggap baik memberikan hak šuf’ah 
bagi As-Šafi’i sampai tiga hari. Oleh sebab itu, letak 
perbedaan pendapat sebenarnya dalam rumusan dan hakikat 
istiẖsân. 
 Secara terminologi Imam al- Bazdawi (400-482 H/ 
1010-1079 M), ahli Ushûl Fiqh Hanafi),10 mendefinisikan 
istiẖsân dengan: 
 لودعلا نم سايق يلج يلا سايق يفخ دل ليل يوقا هنم 
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 “Berpaling dari qiyâs yang lebih kuat ke qiyâs yang 
tersembunyi (illat)  berdasarkan dalil yang lebih kuat.” 
 Menurutnya, dalam kasus–kasus tertentu, metode 
qiyâs sulit untuk diterapkan karena ‘illat yang ada pada qiyâs 
amat lemah. Oleh sebab itu, perlu dicarikan metode lain yang 
mengandung motivasi hukum yang lebih kuat, sehingga 
hukum yang diterapkan pada kasus tersebut lebih tepat dan 
sejalan dengan tujuan-tujuan šara’. 
 Imam al-Sarakshi (W.483 H/1090 M, ahli Ushûl Fiqh 
Hanafi), 11 mengatakan: Ihtisan itu berarti meninggalkan qiyâs dan 
mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang 
menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat 
manusia. 
 Imam Malik sebagaimana dinukilkan Imam Šatibi ( W. 
790 H ), (ahli Ushûl  Fiqh Maliki ), 12 mendefinisikan istiẖsân 
dengan: memberlakukan kemaslahatan juz’i ketika berhadapan 
dengan kaidah umum. 
 Kemudian ia menambahkan bahwa hakikat istiẖsân 
adalah mendahulukan mashlahah al-mursalah yaitu 
mendahulukan kemaslahatan yang lepas dari šara’ dari qiyâs. 
Artinya, apabila terjadi perbenturan antara qiyâs dengan 
mashlahah al-mursalah, maka yang diambil adalah mashlahah al-
mursalah, dan qiyâs ditinggalkan  karena apabila qiyâs tetap 
digunakan pada kasus seperti ini, maka tujuan šara’ dalam 
penšari’ahan hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, bagi ulama 
Malikiyah teori Istiẖsân merupakan salah satu teori dalam 
mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan šara’ dalam 
menetapkan hukum.  
 Aš-Šatibi selanjutnya mengatakan bahwa istiẖsân tidak 
semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu, tetapi 
didasarkan kepada dalil yang lebih kuat. Dalil yang 
menyebabkan pemalingan ini adalah nash (ayat atau Hadîŝ),  
ijma’urf  (adat kebiasaan yang berlaku umum), dan ada kalanya 
melalui kaidah-kaidah yang berkaitan dengan menghilangkan 
kesulitan. Dengan demikian, menurut Aš-Šatibi, kaidah 
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istiẖsân merupakan penerapan kaidah mashlahah 
(kemaslahatan) yang didukung oleh šara’ melalui induksi 
sejumlah nash; bukan oleh nash yang parsial.  
 Adapun di kalangan ulama Šafi’iyyah, tidak ditemukan 
definisi istiẖsân, karena sejak semula mereka tidak menerima 
istiẖsân sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum 
šara’. Dalam masalah ini, Imam Aš-Šafi’i13 mengatakan:  
نم نسحتسا دقف عرش 
“Barang siapa yang menggunakan istiẖsân, sesungguhnya ia 
telah membuat-buat šara’” .  
 Sebenarnya istiẖsân yang di tolak oleh Imam Šafi’i 
adalah istiẖsân dalam arti “berpindah dari qiyâs jali kepada 
qiyâs ĥafi atau beralih dari dalil kepada adat kebiasaan.14 
Penolakan Šafi’i terhadap istiẖsân ini juga di kemukakan 
dalam kitabnya ar Risâlah, sewaktu ditanya, “Apakah Anda 
membolehkan seseorang berkata: lakukanlah istiẖsân tanpa 
menggunakan qiyâs? ia menjawab, “Tidak boleh.” Bahkan 
Šafi’i mengatakan, “Haram hukumnya seseorang berpendapat 
berdasarkan istiẖsân bila istiẖsân itu menyalahi qiyâs.” Šafii 
berkata:  
امنإو ناسحتسلاا ذذلت ولو زاج دحلا ناسحتسلاا يف دلا ني كلذزاجل لهلا 
لوقعلا نم ريغ لها ملعلا 
 Istiẖsân dalam bentuk ini hanyalah berbuat seenaknya. 
Seandainya boleh meninggalkan qiyâs tentu orang yang tidak 
mempunyai ilmu pun akan dengan mudahnya menggunakan 
istiẖsân sewaktu ia tidak menemukan dalil hukumnya.15 
 Sedangkan istiẖsân dalam arti “mengamalkan yang 
terkuat di antara dua dalil” Imam Šafi’i tidak menolaknya, 
bahkan sebagaimana yang diinformasikan Amir Syarifuddin, 
Šafi’i pun menggunakan istiẖsân seperti dalam masalah 
bersumpah dengan menggunakan mushhaf (Al Qur’an); 
membuat akta (membuat tertulis) pada waktu penebusan bagi 
kemerdekaan seorang hamba sahaya (katabah), dan begitu 
pula menetapkan kewajiban mut’ah sebanyak 30 dirham.16 
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Di kalangan ulama Hanabilah terdapat definisi istiẖsân. 
Ibn Qudamah (541-620 H/1147-1223 M),17 ahli Ushûl  fiqh 
Hanbali, mendefinisikannya dengan: “Berpaling dari hukum 
disebabkan adanya dalil khusus yang menyebabkan pemalingan ini, 
baik dari ayat Al-Qur’an maupun dari Sunnah Rasul.”  
 Dengan demikian, tiga mażhab fiqh, yaitu Hanafiyyah, 
Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah, menerima istiẖsân 
sebagai salah satu metode dalam mengistinbatkan hukum 
šara’.   
 Imam al-Ghazali (dari kalangan Šafi’iyyah), seperti 
yang dikemukakan di atas, secara tegas memang menolak 
istilah istiẖsân, tetapi secara substansial ia menerima konsep 
istiẖsân tersebut. Dalam kaitanya ini, Imam al-Ghazali 
mengatakan bahwa istiẖsân yang dikemukakan Imam al-
Karaĥi (tokoh Ushûl  Fiqh Hanafiyah), ada empat bentuk, 
yaitu:  
1. Meninggalkan qiyâs Al-Jaliy dan mengambil qiyâs al-ĥafiy, 
karena ada indikasi yang menguatkannya;     
2. Meninggalkan qiyâs karena mengikuti pendapat sahabat; 
3. Meninggalkan qiyâs karena ada Hadîŝ yang lebih tepat; dan  
4. Meninggalkan qiyâs karena ada kebiasaan (‘urf) 
menghendakinya. 
 Selanjutnya Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tiga 
bentuk pertama dapat diterima, tetapi bentuk terakhir 
termasuk istiẖsân al-bathil (istiẖsân yang batal). Dengan 
demikian, istiẖsân yang ditolak Imam al-Ghazali adalah 
istiẖsân al-‘urfi. 
 Dari berbagai definisi istiẖsân yang dikemukakan 
ulama mażhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi 
dari istiẖsân itu adalah: 
1. Mentarjih qiyâs al-ĥafiy daripada qiyâs al-jaliy, karena ada 
dalil yang mendukungnya  
2. Memberlakukan pengecualian hukum juz’i dari hukum 
kulli atau kaidah umum, didasarkan kepada dalil khusus 
yang mendukungnya. 
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d. Metode Istislah atau al maslahah 
Dari segi bahasa kata al-mashlahah adalah seperti lafaz al-
manfa’at, baik artinya maupun wazannya (timbangan kata), 
yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat ash-
Shalah, seperti halnya lafadz al-manfa’at sama artinya dengan 
al-naf‘u. 
 Bisa juga dikatakan bahwa al-mashlahah itu merupakan 
bentuk yang tunggal (mufrad) dari kata al-mashalih. Pengarang 
kamus lisan Al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu al-mashlahah 
yang berarti al-shalah dan al-mashlahah yang berarti bentuk 
tungal dari al-mashalih. Semuanya mengandung arti adanya 
manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti 
menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan 
dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. 
Semua itu bisa dikatakan mashlahah.  
 Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum šara’ 
(Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta 
dan makhluk-Nya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau 
sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. 
Dengan kata lain, tahsil al-ibqa. Maksud tahsil adalah 
penghimpunan kenikmatan secara langsung. Sedangkan yang 
dimaksud dengan iqba adalah penjagaan terhadap kenikmatan 
tersebut dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan 
sebab-sebabnya. 
 Dengan demikian, al-Mashlahah al-Murshalah adalah 
suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi 
juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang 
tidak ada ketentuan šari’ah dan tidak ada illat yang keluar dari 
šara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, 
kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum  
šara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan 
kemudaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka 
kejadian tersebut dinamakan al Maslâhah al Mursâlah. Tujuan 
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utama al-Mashlahah al-Murshalah adalah kemaslahatan; yakni 
memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya. 
  Menurut para ulama Ushûl fiqh , sebagian ulama 
menggunakan istilah al-Mashlahah al-Murshalah itu dengan 
kata al-Munasib al-Mursal. Ada pula yang menggunakan al-
Istishlah dan ada pula yang menggunakan istilah al-istidlal al-
mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama 
memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan 
yang berbeda-beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar 
mashlahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu: 
a. Melihat mashlahah yang terdapat pada kasus yang 
dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai 
pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte 
nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, 
kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang 
menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. 
Menurut sebagian cendikiawan secara tidak lansung surat 
al Baqarah ayat 282 bisa dijadikan dasar hukum tentang 
pentingnya pembukuan akad nikah, akad kontrak, kontrak 
hutang piutang disarankan dicatat apalagi akad nikah. 
Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut Al Maslâhah al 
Mursâlah (maslahah yang terlepas dari dalil khusus), tetapi 
sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum šari’ah Islam.  
b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan šara’ (al-washf al-
munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan 
hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat 
akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan 
tujuan šara’, antara lain untuk menjaga status keturunan. 
Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh 
dalil khusus. Oleh karena itu, dari sisi ini ia disebut al-
munasib al-mursal (kesesuaian dengan tujuan šara’ yang 
terlepas dari dalil šara’ yang khusus).  
c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu maslahah 
yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah 
penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah 
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satu bagian tujuan šara’. Proses seperti ini disebut istishlah 
(menggali dan menetapkan suatu maslahah).  
 Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, 
maka dipakai istilah al Maslâhah al Mursâlah. Istilah ini yang 
paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai 
istilah al-munasib al-mursal. Istilah tersebut digunakan oleh 
Ibnu Hajib dan Baidawi.18 Untuk segi yang ketiga dipakai 
untuk istilah al-istishlah, yang dipakai Al-Ghazali dalam kitab 
Al-Muštasfa19, atau dipakai istilah al-istidlal al-mursal, seperti 
yang dipakai Aš-Šatibi dalam kitab Al-Muwafaqot.20  
 Walaupun para ulama berbeda-beda dalam 
memandang al Maslâhah al Mursâlah, hakikatnya adalah satu, 
yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan šara’ 
secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus 
menerima atau menolaknya. Di bawah ini akan dibahas 
beberapa pandangan para ulama tentang hakikat dan 
pengertian al Maslâhah al Mursâlah.  
 Menurut Abu Nur Zuhair, al Maslâhah al Mursâlah 
adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum 
tentu dipakai atau tidaknya oleh šara’. Abu Zahrah 
mendefinisikannya dengan suatu maslahah yang sesuai 
dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara 
umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi 
bukti diakui atau tidaknya. 
 Al-Ghazalli menyatakan, setiap mashlahah yang 
kembali kepada pemeliharaan maksud šara’ yang diketahui 
dari Al-Qur’an, As-sunnah, dan Ijma’, tetapi tidak dipandang 
dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak  juga 
melalui metode qiyâs, maka dipakai al Maslâhah al Mursâlah. 
Jika memakai qiyâs, harus ada dalil asal (maqis alaih). Cara 
mengetahui mashlahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah 
dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Qur’an, 
Sunnah, qarinah-qarinah maupun dari isyarat-isyarat. Oleh 
sebab itu, cara penggalian mashlahah seperti itu disebut al 
Maslâhah al Mursâlah. Artinya, terlepas dalil-dalil secara 
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khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa  
dalil šara’. 
 Dari pernyataan al-Ghazali tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa al-Mashlahah a-Mursalah (Istishlah) 
menurut pandangannya adalah suatu metode istidlal (mencari 
dalil) dari nash šara’, tetapi ia tidak keluar dari nash šara’. 
Menurut pandanganya, ia merupakan hujjah qath’iyyat selama 
mengandung arti pemeliharaan maksud šara’, walaupun 
dalam penerapannya zhanni.  
 Lebuh dari itu, al-Ghazali menegaskan apabila kita 
menafsirkan mashlahah dengan pemeliharaan maksud šara’ 
maka tidak ada jalan bagi kita untuk berselisih dan 
mengikutinya, bahwa wajib meyakini bahwa mashlahah 
seperti itu adalah hujjah agama. Sekirannya dikatakan ada 
perbedaan tersebut hanya merupakan pertentangan antara 
satu mashlahah dengan mashlahah lainnya atau pertentangan 
tujuan šara’ dengan yang lainnya. Dalam hal ini, kita wajib 
men-tarjih yang lebih kuat.21  
 Aš-Šatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki 
mengatakan bahwa al Maslâhah al Mursâlah adalah setiap 
prinsip šara’ yang tidak disertai bukti nash khusus, namun 
sesuai dengan tindakan šara’ serta maknanya diambil dari 
dalil-dalil šara’. Maka prinsip tersebut ialah sah sebagai dasar 
hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah 
manjadi prinsip dan digunakan šara’ yang qath’i. Dari 
pengertian yang dikemukakan Aš-Šatibi tersebut, bisa diambil 
kesimpulan bahwa:  
a. Al Maslâhah al Mursâlah menurut Aš-Šatibi adalah suatu 
maslahah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai 
dengan tindakan šara’.  
b. Kesesuaian maslahah dengan šara’ tidak diketahui dari 
satu dalil dan tidak dari satu nash yang khusus, melainkan 
dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang 
menghasilkan hukum qath’i walaupun secara bagian-
bagiannya tidak menunjukan qath’i.  
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 Setelah dikemukakan beberapa pengertian al-
Mashlahah menurut beberapa ulama Ushûl , dapat ditarik 
kesimpulan bahwa hakikat al-Mashlahah dalam šari’ah Islam 
adalah setiap maanfaat yang tidak didasarkan pada nash 
khusus yang menunjukan mu’tabar (diakui) atau tidaknya 
manfa’at itu.  
 Adapun  al Maslâhah al Mursâlah menurut Imam Malik 
sebagaimana hasil  analisis Aš-Šatibi adalah suatu mashlahah 
yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil šara’, yang 
berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang 
bersifat daruriyat (primer) maupun haajiyat (sekunder).  
 Penjelasan definisi-definisi di atas, juga menunjukkan 
bahwa tidak semua yang mengandung unsur manfaat bisa 
dikatakan Maslâhah Mursâlah, jika tidak termasuk pada 
maqashid aš-šari’ah. 
 
 
PENUTUP/KESIMPULAN 
Setelah penulisa uraikan maka dapat dismpulkan 
sebagai berikut: 
1. Fiqih adalah hail produk mujtahid yang bersifat luwes 
dan bisa berubah sesuai dengan zamannya 
2. Fiqih moderat dalah upaya untuk menyajikan fiqh 
dengan pemahaman moderat yakni tidak terlalu radikal 
juga tidak terlalu liberal, akan tetapi tengah-tengah 
yakni dalam memahami nas atau teks baik al quran 
maupun hadis harus dengan pendekatan ijtihad bayani, 
qiyas, dan istislahi atau maslahah, maka akan dapat 
menghasilakn hasil ijtihad yang moderat serta sesuai 
dengan zamannya 
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